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BBM    Bahan Bakar Minyak 

LSWR    adalah Light Sulfur Wax Residue 

BUMN   adalah Badan Usaha Milik Negara 

SPBU    adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak  

    Umum 

UUPK    adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

    Tentang Perlindungan Konsumen 

KUHPER   adalah Kitab Undang – Undang Hukum Perdata 

UUD    adalah Undang – Undang Dasar 

BPKN    adalah Badan Perlindungan Konsumen Nasional 

LPKSM   adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya  

    Masyarakat 

COCO    adalah Company Operation Company Owner 

DODO    adalah Dealer Operation Dealer Owner 

CODO    adalah Company Operation Dealer Owner 

RON    adalah Research Octane Number 

EFI    adalah Electronic Fuel Injection 

VVTI    adalah Variable Valve Timing Intelligent 

FAME    adalah Fatty Acid Methyl Ester 

METLEG   adalah Metrologi Legal 

YLKI    adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia 
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ESDM    adalah Energi Sumber Daya dan Mineral 

UTTP    adalah Ukur, Takar, Timbang dan Pelengkapannya 

BDKT    adalah Barang Dalam Keadaan Terbungkus 

RUU    adalah Rancangan Undang – Undang  

BPSK    adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

TKP    adalah Tajuk Kriminal Perkotaan 

OIML    adalah Organization Internationale De Metrologie  

    Legale 

APLMF   adalah Asia Pasific Legal Metrology Forum 

SKK    adalah Seksi Kerjasama Kemetrologian 

SKHP    adalah Surat Keterangan Hasil Ujian 

PERMEN   adalah Peraturan Menteri 

PP    adalah Peraturan Pemerintah 

CCTV    adalah Closed Circuit Television 

SKHP    adalah Surat Keterangan Hasil Ujian  

SOP    adalah Standar Opersional Prosedur 

 


